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Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat yang memiliki tujuan untuk
menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, Program Keluarga Harapan telah
dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2007. Namun, implementasi Program Keluarga Harapan
masih memiliki kendala dan belum terlaksana secara optimal. Pada penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskritif, dalam penelitian ini untuk meneliti implementasi atas pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan
menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward Ill. Teknik pengambilan sampel
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
implementasi yang dilaksanakan di Kecamatan belum terlaksana dengan optimal dalam kategori
komunikasi, permasalahan yang ditemukan pada unsur komunikasi belum terlaksana dengan
optimal. Unsur yang terkait dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu
sosialisasi yang dilaksanakan tidak sesuai pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) yang dikeluarkan oleh kemensos (SOP), masih kurang tepatnya sasaran pada bagi
penerima bantuan, yaitu stakeholder yang bersangkutan penerimaan bantuan Program Keluarga
Harapan masih menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan bantuan PKH untuk
kepentingan pribadi. Peneliti memberikan saran pihak kemensos melakukan koordinasi ulang
dengan beberapa pihak stakeholder yang lain yaitu Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, RT dan
RW untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan

Abstract

The Family Hope Program is a conditional assistance program that aims to overcome
poverty that occurs in Indonesia, the Family Hope Program has been issued by the government
since 2007. However, the implementation of the Family Hope Program still has obstacles and has
not been implemented optimally. This study uses a descriptive qualitative approach, in this study
to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Jambangan District,
Surabaya City using the theory proposed by George Edward Il11. The sampling technique uses
observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the
implementation carried out in the sub-district has not been carried out optimally in the
communication category, the problems found in the communication element have not been carried
out optimally. Elements related to the implementation of the Family Hope Program (PKH),
namely socialization that is carried out not in accordance with the Family Hope Program (PKH)
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implementation guidelines issued by the Ministry of Social Affairs (SOP), are still not precisely
targeted at the beneficiaries, namely stakeholders concerned about receiving Family Hope
Program assistance are still abusing authority by utilizing PKH assistance for personal interests.
The researcher advised the Ministry of Social Affairs to re-coordinate with several other
stakeholders, namely Districts, Sub-districts, Villages, RTs and RWs to conduct monitoring and
evaluation.

Keywords: Family Hope Program, Implementation, Poverty

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang dengan berbagai permasalahan di
pemerintahan maupun di masyarakat seperti pendidikan yang rendah, pengangguran,
kesenjangan hukum, dan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang
menjadi prioritas pembangunan negara (Ferezagia, 2018:2). Berdasarkan Badan Pusat
Statistik, kemiskinan dapat diukur dengan memanfaatkan konsep kemampuan mencukupi
kebutuhan dasar (Basic needs approch).

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwasannya terjadi
peningkatan dan penurunan kemiskinan di Indonesia di 5 tahun terakhir yakni pada tahun
2018 hingga 2022. Sesuai data tersebut di tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang
signifikan dikarenakan faktor covid-19. Berdasarkan Tabel 1.1 memiliki rerata jumlah
penduduk miskin (juta orang) sebesar 26,242 dan rata-rata persentase penduduk miskin
mencapai sebesar 9,738. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat dinyatakan sebagai
negara miskin. Data yang di himpun dari Kompas.com, pengambilan data jumlah
penduduk miskin diperkecil menjadi 6 Provinsi terbesar dengan jumlah penduduk nya di
Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan
Jawa Timur (Gischa, 2022).

Pengambilan data yang berada di Jawa Timur akan diperkecil ke wilayah Kota
Surabaya dari 3 tahun terakhir yakni 2019-2021. Berdasarkan pada tabel 1.3, ada sebesar
130,55 jiwa penduduk miskin di Kota Surabaya tahun 2019, tahun 2020 sebesar 145,67
jiwa, serta di tahun 2021 sebesar 152,49 jiwa. Jumlah penduduk miskin Kota Surabaya,
meningkat selama 3 tahun terakhir. Tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar
15,12 ribu jiwa, tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,82 ribu jiwa, jika
peningkatan diakumulasikan dari tahun 2019 hingga 2021 sebesar 21,94 ribu jiwa.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial (kemensos)
memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi
kemiskinan. Program PKH dapat didefinisikan sebagai pemberian bantuan beryarat untuk
keluarga maupun seseorang yang kurang mampu, yang termasuk pada daftar data terpadu
program penanggulangan kemiskinan. Data akan diolah oleh pusat terkait kesejahteraan
sosial, bagi masyarakat yang berhak dan layak menerima bantuan Pogram Keluarga
Harapan (PKH), akan ditetapkan sebagai penerima bantuan program PKH (Amaliyyah,
2021:888).

Diterapkannya program PKH, Kebijakan program tersebut juga mengalami
perubahan untuk beberapa kali, yakni di tahun 2013 mengalami perubahan dalam bidang
pendidikan, yaitu penambahan jenjang pendidikan sampai tingkat SMA. Nominal
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengalami peningkatan di setiap
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komponen. Tahun 2015, ditambahkan aspek kesejahteraan sosial sehingga terdapat 3
komponen yakni komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat
(Ayuningtias & DKk, 2018:2).

Wawancara yang sudah dilakukan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya
terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan
dengan seorang pegawai yang berada di bagian Seksi Kesejahteraan Rakyat dan
Perekonomian Kecamatan Jambangan menuturkan, bahwasanya permasalahan yang
terjadi yaitu terkait perpindahan tempat tinggal pada penerima Progam Keluarga Harapan
(PKH) dan salah sasaran terhadap penerima bantuan program tersebut. Lebih jelasnya,
Beberapa warga yang menerima bantuan ini melakukan perpindahan tempat tinggal tanpa
melakukan konfirmasi terhadap pihak Kecamatan Jambangan, sehingga dari pihak
Kecamatan Jambangan harus menunggu dari penerima program tersebut menghampiri.
Karena informasi yang dilakukan oleh pihak instansi jambangan dilakukan secara door
to door jika penyaluran bantuan ini dapat dicairkan.

Metode

Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, deskriptif dapat
didefinisikan sebagai suatu rumusan masalah yang dijadikan sebagai panduan untuk
melakukan eksplorasi atau memotret fenomena sosial yang diteliti sehingga pada
dasarnya sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu menggunakan fundamental yang
bergantung pada pengamatan dan survei.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Murdiyanto, 2020:19) yang bukunya berjudul
Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal) menyatakan
bahwasannya metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif seperti kaya-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang
telah diamati. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah dan bersifat
penemuan. Pada penelitian kualitatif, peneliti dianggap sebagai instrumen kunci.
Demkian, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang lua, sehingga mereka
mampu mengajukan pertanyaan, melakukan analisis dan menjelaskan konstruksi obyek
yang diteliti. Peneliti harus menitikberatkan pada arti dan terikat nilai.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan subjek
penelitiannya terdapat instrumen kunci atau utama dalam proses kegiatan penelitian.
Selanjutnya, hasil dari pendekatan diuraikan dengan kata-kata secara empiris yang
disebut deskriptif dan penelitian menekankan kepada generalisasi. Pendekatan kualitatif
dapat didefinisikan sebagai metode yang melukiskan keadaan asli di lapangan dan sesuai
dengan kebenaran yang ada. Melalui metode pendekatan kaulitatif deskriptif dapat
mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jambangan
Kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran Umum Instansi
Kecamatan Jambangan memiliki luas 4,19 Km2, memiliki Kepadatan Penduduk
yang pada setiap kelurahan yang meliputi 4 kelurahan yakni Kelurahan Jambangan,
Karah, Kebonsari, dan Pagesangan. Adapaun data kependudukan di setiap kelurahan
yang berada di Kecamatan Jambangan sesuai dengan tabel 4.1.
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Tabel 4 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jambangan

Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
Jambangan 5,771 5,947 11,718
Karah 7,815 8,008 15,823
Kebonsari 5,678 5,795 11,473
Pagesangan 7,244 7,381 14,625
Total 53,639

(Sumber : Data diolah peneliti, 2023)

Lebih lanjut, berdasarkan tabel 4.1 kecamatan Jambangan memiliki total
jumlah penduduk sebesar 11,718 jiwa, kelurahan Karah memiliki total jumlah
penduduk sebesar 15,823 jiwa, kelurahan Kebonsari memiliki total jumlah penduduk
sebesar 11,473 jiwa, dan kelurahan Pagesangan memiliki total jumlah penduduk
sebesar 14,625. Jika keseluruhan jumlah penduduk dari 4 kelurahan ditotalkan sebesar
53,639 jiwa.

Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan Kota
Surabaya dilaksanakan sejak tahun 2007 dan berlangsung hingga sekarang. Berdasarkan
Data penerima PKH Tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Pendidikan Terakhir
(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)
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Diagram batang tersebut menunjukkan pada pendidikan terakhir bagi penerima
bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2023 yang diterangkan sebagai berikut

Tabel 4 2 Tingkat Pendidikan Terakhir Penerima PKH

Pendidikan
Terakhir Total Pendidikan Terakhir
Sarjana 2
SD 25
SLTA/Sederajat 4
SMA 12
SMP 16

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)
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Berdasarkan data olah penerima PKH dengan menggunakan indikator tingkat
pendidikan terakhir ditemukan data olah pendidikan terendah berada pada pendidikan
Sekolah Dasar dengan sejumlah 25 orang. Sedangkan, untuk pendidikan tertinggi
Penerima PKH yaitu berada di tingkat pendidikan sarjana dengan sejumlah 2 orang.
Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH terbesar berada pada tingkat
pendidikan Sekolah Dasar.
Gambar 4. 2 Jenis Kelamin
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(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)
Diagram batang tersebut menunjukkan pada jenis kelamin bagi penerima bantuan
Program Keluarga Harapan di tahun 2023 yang diterangkan sebagai berikut :

Tabel 4 3 Tingkat Jenis Kelamin Penerima PKH

Jenis
Kelamin Total Jenis Kelamin
L 14
P 45

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH di Kecamatan Jambangan dengan lokus
Kelurahan Jambangan terdapat jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 14 orang dan
perempuan sebesar 45 orang. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH pada

tingkat jenis kelamin yang terbesar berada di jenis kelamin perempuan.

Gambar 4. 3 Kategori PKH
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(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Diagram lingkaran tersebut menunjukkan pada Kategori penerima PKH bagi
penerima bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2023 yang diterangkan sebagai
berikut :

Tabel 4 4 Tingkat Kategori Penerima PKH

Kategori Total Kategori
Balita, SD 8
BAlita,

SMA 1
Disabilitas 1
Lanjut Usia 31

SD 3
SD, SMA 5
SD, SMP 1
SD, SMP,

SMA 4

SMA 2

SMP 3

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH di Kecamatan Jambangan dengan tingkat
kategori penerima PKH yaitu penerima PKH kategori sosial sebesar 31 orang yaitu lanjut
usia, penerima PKH kategori pendidikan sebesar 23 orang, dan penerima PKH kategori
kesehatan sebesar 1 orang. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH pada tingkat
kategori yang terbesar berada di kategori Sosial.

Gambar 4. 4 Pekerjaan PKH
(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Pekerjaan Penerima PKH

.' = Aistsen Rumah Tangga
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Tabel 4 5 Tingkat Pekerjaan Penerima PKH
Pekerjaan \ Total Pekerjaan

Kuli Bangunan
Ojek Online
m Pedagang
= Pembantu Perawat
= Petani
m Serabutan

= Tidak Bekerja
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Aistsen Rumah
Tangga 5
Buruh 2
Kuli Bangunan 2
Ojek Online 3
Pedagang 12

Pembantu Perawat

Petani 1
Serabutan 1
Tidak Bekerja 32

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH di Kecamatan Jambangan dengan tingkat
pekerjaan penerima PKH yaitu penerima PKH pada tingkat pekerjaan yang terbesar yaitu
tidak bekerja sebesar 32 orang dan yang paling terendah pada tingkat pekerjaan yaitu
petani dan serabutan dengan angka masing-masing 1 orang. Hal ini, bisa disimpulkan
bahwa penerima PKH pada tingkat pekerjaan yang terbesar berada di tidak bekerja.

Kesimpulan yang dapat diambil dari diagram batang pendidikan terakhir, pada
jenjang pendidikan terakhir di Sekolah Dasar yang paling terbanyak yaitu sebesar 25
orang. Dari diagram batang jenis kelamin, pada jenis kelamin perempuan mejadi jenis
kelamin terbanyak pada penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu
sebesar 45 orang. Dari diagram lingkaran di kategori penerima bantuan PKH, pada
kategori lanjut usia menjadi yang terbanyak dalam penerimaan bantuan PKH. Pada
diagram batang tingkat pekerjaan yaitu yang tidak bekerja menjadi yang terbesar.

Hasil pengumpulan data dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya berupa data dan informasi yang
didapatkan dari observasi, wawancara (dengan pedoman wawancara yang sesuai pada
lampiran), dan juga dokumentasi. Berikut adalah hasil wawancara yang meliputi 4
indikator di bawah ini :
1. Komunikasi
Komunikasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk
menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan telah dilakukan. Akan tetapi,
pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan komunikasi
secara transmisi yang dilakukan belum berjalan tidak sesuai aturan yang
diberlakukan.Sosialisasi yang kurang menyebabkan beberapa penerima PKH tidak
memahami kategori PKH yang mereka dapatkan.
Permasalahan yang terjadi pada implementasi PKH di Kecamatan Jambangan
tidak sesuai pada teori kemiskinan yang diterangkan oleh Suparlan (Sriyana, 2021:24)
yang pada bukunya berjudul Masalah Sosial menerangkan bahwa kemiskinan
merupakan standar rendahnya taraf hidup atau kondisi seseorang atau kelompok yang
dikategorikan mengalami kekurangan secara materi yang disandingkan indikator nilai
kehidupan secara umum pada lingkungan tersebut.
2. Sumber Daya
Sumberdaya implemntasi PKH sudah terpenuhi dari anggaran, fasilitas dan
wewenang. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan baik oleh
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pihak Kecamatan Jambangan ataupun penerima Program Keluarga Harapan (PKH),
keseluruhan masyarakat yang menerima bantuan PKH yang telah diwawancarai
menyepakati sesuai pernyataan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Jambangan.
Bahwasanya kompetensi yang dimiliki pegawai yang mengurus tentang Program
Keluarga Harapan (PKH) dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai pada teori
yang dikemukakan oleh Tachjan dalam (Sahroji & Dkk, 2022:37) menerangkan
bahwa unsur-unsur yang harus terdapat pada implementasi kebijakan di antaranya:
1) Unsur Pelaksanaan
Pada unsur ini, yang menjadi pelaksana kebijakan ialah seluruh pihak yang
menjalankan kebijakan. Adapun bentuk pelaksanaan meliputi penentuan
sasaran dan tujuan organisasional, analisis dan perumusan kebijakan serta
strategi organisasi, pengambilan perencanaan, keputusan,
penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia,
pelaksanaan operasional, pengasawan juga penilaian.
2) Adanya Program yang Dijalankan
Sebuah kebijakan publik pada dasarnya tidak memiliki arti penting dimana
terdapat tindakan yang nyata dijalankan melalui beragam kegiatan maupun
program yang dimana menjadi rencana komprehensif yang sudah melukiskan
sumber daya yang dimanfaatkan dan terpada pada suatu kesatuan.
3) Target Grup atau Kelompok Sasaran Target
Sekelompok orang maupun organisasi pada masyarakat yang hendak
mendapatkan barang maupun jasa dimana dipengaruhi tingkah lakunya dalam
kebijakan.

Disposisi (Disposition)

Disposisi pada implementor program PKH sudah baik namun masih ditemui
kurang optimalnya dalam melakukan kegiatan monev PKH sehingga masih ditemui
kesalahan sasaran penerima PKH. Hasil keseluruhan dari wawancara yang telah
dilakukan menunjukkan jika di indikator disposisi, sikap yang diberikan implementor
program PKH sudah baik namun masih ditemui kurang optimalnya dalam melakukan
kegiatan monev PKH sehingga masih ditemui kesalahan sasaran penerima PKH, yaitu
dari pihak salah satu RT menerima bantuan PKH yang notaben nya, para implementor
tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan PKH yang berbasis untuk masyarakat
yang kurang mampu namun tetap sesuai ketetapan atau syarat yang diberlakukan.

. Struktur Birokrasi (Bureaucractic structure)

Struktur Birokrasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk
menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan sudah dilakukan dengan
dibentuknya implementor PKH ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Hasil
wawancara dari keseluruhan informan yang telah dilakukan baik kepada pihak
Kecamatan Jambangan ataupun masyarakat, peneliti mengambil kesimpulan dalam
struktur Dbirokrasi Kecamatan Jambangan memang sudah terstruktur secara
dilapangan atau website yang mereka sediakan. Saran yang didapatkan dari
masyarakat yang menerima program PKH berguna dalam meningkatkan
keberlangsungan program tersebut
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Penutup
A. KESIMPULAN
Merujuk kepada analisis data di atas, sehingga kesimpulan pada penelitian
mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk
menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan yang dianalisis dengan teori

George Edward terdiri dari empat indikator berikut:

a. Komunikasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk
menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan telah dilakukan. Akan
tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan
komunikasi secara dari indikator kejelasan yang dilakukan belum terpenuhi
karena masih ada penerima PKH yang baru belum memahami terkait PKH,
selain itu masih ditemui rekapitulasi data yang belum lengkap di tingkat
Kecamatan.

b. Sumberdaya dari segi fasilitas belum terpenuhi karena mengalami penurunan
untuk anggaran sosialisasi.

c. Disposisi pada implementor program PKH sudah baik namun masih ditemui
kurang optimalnya dalam melakukan kegiatan monev PKH sehingga masih
ditemui kesalahan sasaran penerima PKH,

d. Struktur Birokrasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk
menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan sudah dilakukan dengan
dibentuknya implementor PKH ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT.

SARAN
Merujuk pada hasil penelitian di atas, saran dari peneliti terkait implementasi
program PKH sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan
Jambangan sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi khusus nya kepada penerima bantuan PKH yang baru
sehingga mereka mendapatkan pemahaman dan kejelasan terkait dengan
bantuan PKH.

2. Melengkapi data penerima PKH di data rekap penerima PKH kecamatan
Jambangan yang meliputi data tingkatan pendidikan akhir, kategori penerima
Program Keluarga Harapan, jenis kelamin dan pekerjaan bagi penerima
bantuan, yang bertujuan untuk memudahkan informasi dan rekapitulasi data
sehingga perlu melakukan koordinasi ulang pada setiap bulan nya dengan
pihak pendamping, koordinasi nya berupa tindakan pendataan nama-nama
dengan beberapa memasukkan tingkatan pendidikan penerima PKH,
pekerjaan, jenis kelamin dan kategori penerima PKH.

3. Menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan sosialisasi PKH.

4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk update penerima data PKH.
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